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BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

FERATURAN BDUPATI BUTON
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

Menimbang

Mengingat

w

o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan can Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupsti tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugaes dan Fungsi. serta
Tata Kerja Dinas Kesechatan Kabupaten Buton;

Pasal 18 ayat (B) Undang-Undang Dasar Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pemmbentukan Dacrah-daerah  Tingkat II di Sulawes:
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor Y4, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indoncesia Nomeor 1822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun - 2004 lerlang
Perimbangan HKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonecsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor H5494);



Menetapkan :

i

Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Repuablik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nommor 2 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Quonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor
112);

. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susurnan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton

Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAITlL BUTON TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pacgal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, vang dimaksud dengan:

LU A

Daerah adaleh Kabupaten Buton.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.

Bupati adalan Bupati Buton.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, yang selarjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Buton.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatlan Kabupaten Buton.



8.

G.
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11.

12.

13.

10.

(2)

(1)

Kepala Dinas Keschatan adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Buton.

Sckretaris adalah Sekretaris Dinas Keschatan Kabupaten
Buton.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas
Keschatan Kabupalen Buloun.

Kepala Sub Bagian acalah Kepala Sub Bagian di lingkungan
Dinas Keschatan Kabupaten Buton.

kepala Scksi adalah Kepala Seksi di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Buton.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang sclanjutnya disebut
UPTD adalah 1nsur pelaksana teknis di lingkungan Dinas
Kesehatan vang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Buton,

BADB 11
KEDUDIUKAN

Pasal 2

Dinas Kesehatan adalah unsur  pelaksana  urusan
pemerintahan bidang kesehaten yang menjadi kewenangan
dacrah,
Dinas Kesehatan sebagaimara dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yvang berkedudukan di bawah
dan bertanggurg jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerak.

BAB 111

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Dinas Keschatan adalah dinas daerah Tipe B.

Dinas Kesehatan sebagaimara dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

¢. Bidang Bina Pengendalian Penyalat;

d. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian;

e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat;

. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional



(3) Sekretariat sebagaimana dimsksud pada ayat {2) huruf b,

(4)

(E)

(1)

terdiri atas:

a. Suh Ragian IImum, Kepegawsian, Sumberdaya Manusia
Keschatan (SDMEK) dan erizinan; dan

b. Sub Bagian Pengembangan Program, Pembiayaan,
Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Bina  Pengendalian Pengendalian  Penyakit

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, terdiri atas:

a. Seksi Bimdal Penyakit Menular;

. Scksi Bindal Penyakil Tidak Menular; dan

¢. 5eksi Bimdal Surveilans, Epidemniologi, dan Imunisasi.

Bidang Bina Pelayanan Keschatan dan Kefarmasian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdini atas:

a. Seksi Bimdal Pelaysnan Kesehatan Primer, Rujukan,
Keschatan Tradisional dan Komplementer;

h. Seksi Bimdal Kelarmasian dan Alal Kesehatan; dan

c. Seksi Bumdal Sarana Kesehatan, Aset dan Mutu
Pelayanan Kesehatan.

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf e, terdir atas:

a. Seksi Bimdal Keschatan Keluargs,

b. Scksi Bimdal Gizi, Kesehatan Kerja dan Kesehatan O.ah
Raga; dan

c. Seksi Bimdal Promosi Keschatan dan Kesehatan
Lingkungan.

Struktur orgamisasi Dinas Keschetan tercantum dalam

Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Sekretarizt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (2)
huraf b, dipimpin oleh seorang Seckretaris yang herada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang scbagaimana dimaksuc dalam Fasal 3 ayat (2) huruf
¢, hurul d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas melalui Sekretaris.



&
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(1)

(2)

Sub Bagian sebageimana dimsaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian yang hberada
dibswah dan bertangoung jawabh kepada Sekretaris.

Scksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat
(3), dan ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Scksi yang
herada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang masing-masing.

BAB [V
TUGAS DAN FUNGSIL

Bagian Kcsatu
Umum

Pasal S

Dinas Keschatan mcmpunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan  urusan  pemerintahan yang menjadi

kewenangan dasrah dan Tugas Pembantuan yang diberikan

kepada daerah dibidang keschatan.

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas scbaga:mana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungs::

a. perumusan kebijukan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan sesual dengan Iingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelapceran sesuai dengan
lingkup tugesnya;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

]
v

pelaksanaan fungsi lain yang diberikenr oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, mengoordinasikan
pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan, serta membina

hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan

Lembaga Kemasyarakalan lainya.



[2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimasud pada ayalt (1) menyelenggarakan funegsi:

d.

perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai
dengan kebijakan yang ditctapkan Bupali sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang
kesehatan;

pembinaan dan koordinasi pelaksanaan lugas scrta

pelayanan adinisirasi dibidang kesehatan;

. pelaksanaan pengawasan fungsional;

. pembinaan operasional sesuai kebijakan Bupati;

pemantauan dan evaluasi program dibidarg kesehatan:
pemberian perizinan yang berhubungan dengan bidang
keschatan scsual batas wewenang daerah;

pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahannya
sesual dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai
lujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

penilaian kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian
vang berlaku untux mengetahuw prestasi kerja bawshan;
pemberian pertunbangan  kepada  Bupali  dalam
penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan di
bidang kesehatan;

pelaksaanaan pembinaan, bimbingan dar pengendalian
serta  monitoring terhadap UPTD meliputi teknis
opcrasional kesehatan dan teknis penunjang kesehatan
termasuk unit pelaksana fungsional kesehatan;

pelaporar. pertangsungjawaban slas pelaksanaan tugas
dar fungsi Dinas kepada Bupati melalui Sekretariat

Daerah; can

. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

lerkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Ketiga
sSekretanat

Pazal 7

(1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian

2}

tugas Diras dalam kegiatan kesekretariatan, menyiapkan
bahan pedoman petunjuk teknis sesual bidang tugssnya,
melaksanakan pengembangan sumberdaya keschatan,
melaksanakan pembinaan perencanaan dan manaemen
program, melaksanakan pengelclaan keuangan serta
melaksanakan urusan evaluasi dan pelaporan.

Sckretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

cimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan LI meliputi urusan
kerumahtanggaan dan pengelolaan urusarn
kesckretariatan:

b. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi
kepegawalan., penempatan tenaga  sirategis dan
pemindahan tenaga tertentu antar Puskesmas;

¢. pendidiksn dao pelatiban fungsional dan teknis;

d. pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

e. pelaksanaan urusan registras, sertifikasi dan perizinan
tenaga kesehatan;

{  pengkajian dan perumusan kehijakan kesehatan;

g. pclaksanaan opengembangan program, penyusunan
persncanaan program dan pengelolaan pembiayaan
bidang keschatan;

h. pelaksanaan bimbingan, monitoring dan evaluasi
prograrm;

i. pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan serta
pengolahan  dan pengembangan sistem  informasi
kesehatan;

. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan
perbendaharaan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh Kepala

Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 8
Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, SDMK dan Perizinan
mempunyal tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis
scsuai bidang tugasnya, mclaksanzkan urusan administrasi
surat-menyural, pengelolaan kearsipan, admirustrasi
penatalaksanaan urusan kepegawaian, pengembangan sumber
daya manusia kesehatan termasuk pendidikan dan pelatihan
dan mengkoordinasikan perizinan tenaga kesehatan meliputi

registrasi dan surat izin praktel.

Pasal 9
Kepala Sub Bagian Pengembangan Program, Pembiayaan,
Keuangan, Ewvaluasi dan Pelaporan mempunyal tugas
menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesual bidang
tugasnya, menyclenggarakan pengembangan program
kesehatan, menvusunan perencanaan program, mengelola
pembiayaan bidang keschatan, pengelolaan keuangan meliputi
administrasi keuangan dan perbendaharaan, melaksanakan
bimbingan, monitoring dan evaluasi program, serta
melaksanakan pengelolaan Sistemn Informasi Kesehatan (SIK)
dalam menunjang pencatatan  dan  pelaporan program

kesehatan.

Bagian Keempat
Bidang Bina Pengendalian Penyakit
Pasal 10
(1) Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakilt mempunyai
tages melaksanakan sebagian tugas dinas, menylapkan
bahan pedoman petunjuk teknis sesudi bidang Lugasnya,
menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengendalian
penyakit menular, penyakit tidak menular serta pembinaan
dan pengendalian survailance, epidemiologi dan imunisasi.
(2) Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dalam
rmelaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan hungsi:
a. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalian
penyakit menular;
b. pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengendalan

neryakit tidak menular;



o

pelaksanaar. kegiatan pengamatan penyakit, survailance,
imunisasi dan kesehatan matra; dan
d. nelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas lerkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Bimdal Penyakit Menular mempunvai tugas
menyiapkan bahan pedeman petunjuk teknis sesuai bideng
tugasnya, melaksanakan pembinaan, pengendalion dan evaluasi
lela  laksana kasus penyskil menular di Puskesmas dan
jaringannya dan menata faklor resiko lerjadinya penyakit
mentular.
Pasal 12
Kepsala Seksi Bimdal Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas
mcnyiapkan bahan pocdoman petunjuk tcknis scsuai bidang
tugasnya, meaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi
tata laksana kasus penyakit tidak menular serta menata
pengendalian [aktor resiko terjadinva penyakit jantung,
pembuluh darah, serta penyakit metabolik di Puskesmas dan
jaringannya.
Pasal 13

Kepeala Seksi Surveilans, Epidemilogi dan Imunisasi mempunyail
tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai
bidang tugasnya, melaksanakan pembinaan, pergendalian dan
evaluasi pelaksanaan survailance penyakit menular dan tidak
menular, mclakukan penyelidikan terhadap timbulnya Kejadian
Luar Biasa (KLB) penyakit dan memiliki kesatuan epidemis,
menala manajemen program imumnisasi di Puskesmas dan
jaringannya, melaksanakan bimbingan dan pengendalian
pelavanan kesehatan haji, serta melaksanakan bimbingan dan

pengendalian penataar kesehatan matra.

Bagian Kelima
Bidang Bina Pe.ayanan Kesehatar dan Kefarmasian

Pasal 14

(1} Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas

dalam menyiapkan bshan pedoman  pelunjuk tcknis



(2)

penyelenggaraan kegiatan yang meliputi pembinaan dan
pengendalian pelayanan kesechatan primer, pelayanan
kesehatan medik dan rygukan, pelayanan  kesehatan
komunitas, pelayanan kefarmasian dan alkcs,
pengembangan sarane kesehatan, asct, serta pengembangan
mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi {fasilitas
pelayanan kesehatan,

Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian

calam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayal (1] menyelenggarakan [ungsi:

a. pelaksanaan pembiraan dan pengendalan kegatan
pelayanan kssehatan primer, pelayanan medik, rujukan,
pelaksanaan kesehalan tradisional kontemporer can
kesehatan komunitas;

b. peclaksanaan dan pcngkoordinasian terhadap
percneanaan dan kebutuhan obat, sediaan farmasi, alat
kesehatan, pengawasan dan pengendalian penggunaan
obzt, alat kesehatlan dan okat tradisional;

c. pelaksanaan dan pengkoordinasian ternadap
pengawasan dan pengendalian peredaran malkeanan dan
minuman, kosmetik serta penyalahgunaan narkoba;

d. pelaksanaar dan peagkoordinasian urusan pembinaan
dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan,
perlengkapan, aset, serta peningkatan mutu pelayanan
dan  pelaksanaan  akreditasi fasilitas  pelayvanan
kesehatan; dan

e. pelaksanaar fungsi lain yang di berikan olch Kepala

Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Bimdal pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan,

Kesehatan Tradisional dan Komplementer mcmpunyai tugas

mengumpualkan banan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang

tugasnya, mclaksanakan pembinaan dan pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer,

pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rujukan, melaksanakan

pclayanan kesehatan komunitas, bimbingan dan pengendalian

upaya kesehatan pada daerah peibatasan, terpencil, rawan dan



kepulauan serta pengelolaan, penyelenggaraan dan bimbingan

pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan.

Mazal 1G

Kepala Scksi Bimdal Kefarmasian dan  Alat  Kesehatan
mempunyal tugas mengumpulkan bahan pedoman petanjuk
telenis sesua dang tugasnva, melaksanalkan pembinaan,
pengendalian dan evaluasi penyediaan dan pengeluolaan Dulfer
stok obat, alat kesehatan, reagensia dan, melaksanakan
pengawasan dan pengendalian  terhadap peredaran  dan
penggunaan obat-obatan, penyalahgunaan narkoba, alat
kesehatan dan kosmetika, ohat tradisionz]l serta pengawasan
dan pengendalian terhadap penggunaan dan peredaran produk

makanan dan rmnurmain.

Pasal 17

Kepala Seksi Bimdal Sarena Kesehatan, Ascl, dano Mutu
Pelavanan Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan
pedoman petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya,
melaksanakan pembinaan, pengencalian dan  evaluasi
pengembangan sarana dan prasarana kesehatan, melaksanakan
pengelolaan poncrimaar:, penyimpanan, pencatatan,
pendistribusian barang, melaksanakan inventarisasi aset
lingkup Dinas Keschatan serta mercncanakan, membina, dan
memantau pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana
kesehatan dan memberikan rekomendasi 1jin sarana kesehalan
dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Bagian Kecnain
Bidang Bina Kesehatan Masvarakat

Pasal 18

(1) Kepala Bidang Bina Kcschatan Masyarakat mempunyal
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam
menyicpkan bahan pedoman petunjuk teknis,
melaksanaken pembinzan, pengendalian dan evaluasi

pelayanan kesehatan keluarga, program gizi kesehalan



masyarakat, penyelenggaraan kesehatan kerja dan
keschalan olah raga.

() Kepala Bidang Rina Kesehatan Masysrakat  dalam
mclaksanakan tugas scbhbagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pelayanan keschatan ibu dan
reproduksi;

b. pelaksanaan kegiatan pelayvanan kesehatan anak, remaja
dan u=ia lanjut;

c. prlaksanaan  keglaltan pelayanan gizi keschalan
masyarakat,

d. pelaksanaan kegiatan pelayanzn keschatan kerja;

e. pelayanan kegiatan pelayanan kesehatan olah raga; dan

f pelaksanaan fungsi lain yang diherikan oleh Kepala

Dinas tcrkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Seksi Bimdal Kesehatan Keluarga mempunyai tugas
menviapkan bahan pedoman petunjuk teknis sesual bidang
tugasnya, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi
pelayanan keschatan pada ibu, Dbayi, balita, anak, rcmaja,
dewzsa dan usia lanjut serta menyelenggarakan pelavanan

kesehatan reproduksi dan pelayanan kontrasepsi.

Pasal 20
Kepala Seksi Bimdel Gizi, Kesehatan Kerja dan Kesehalan Olah
Raga mempunyai tugas mengumpulkan bahao pedoman
petunjuk  teknis sesuai  bidang tugasnya, membina,
mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanakan kegiatan
pemeliharaan dan peningkatan status gizi diantaranya meliputi
penimbangan, survailance dan penanggulangan gizi huruk,
perberian dan distribusi makanan tambahan dan vitamin serta
suplemen lainnya, serta melaksanakan pemantauan status gizi
masyvarakat, menyelenggarakan kegiatan kesehatan kerja dan

kesehatan olah rage.



Pasal 21

Kepala Scksi Bimdal promosi Kesehatan dan Kesehatan
Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman
petunjuk teknis di bidang tugasnya, membina, mengendalikan,
dan mengevaliasi pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan
pemberdayaan  masyarakal, membina, memantau dan
mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan
hypiene perorangan dan sanitasi lingkungan diantaranya
meliputi  upeya  penyehatan air, lingkungan pemukiman,
Tempat-Tempat Umum (TTU), Teinpal Pengplahan Makanan
(TPM) dan Ternpat Pengelolaan Pestisida (I'P2).

BABV
TATA KERJA

Pasal 22

Sctiap wunsur di  lingkungan Dinas Keschatan dalam
melaksanaskan fugas dan fungsi harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam linglcungan
Dinas Kesehalan sendiri, maupun dalam hubungan antar Dinas
Kesehatan dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain

vang terkait.

Pasal 23

(1) Seliap pimpinan unit  organisasi  bertanggungjawab
memimpin dan mengoordinasikan  bawahan  dan
memberikan pengarahan serte petunjuk bagi pelaksanaan
tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara
bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala scsuai

dengar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unil. organisasi
nurus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit

organisasi dibawahnya.



Pasal 25

Atas dasar pertimbangan dayu guna dan hasil guna, setiap
pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan dapat mendelegasikan
kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesalu
Eselon

Pasal 26

(1} Kcpala Dinas merupakan jabatan sttuktural eselon IIb atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.

{2] Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eseclon I'la
arau jabalan administrator.

(3] Kepala Bidang mecrupakan jabatan struktural eselon I1Th
atau jabatan administrataor.

(4) Eopala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan
struktural eselon IVa atau jabatan pengawas

(5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon Ivb atau
jabatan pengawas.

(A) LIPTD) yang berbentulk raumah sakit daerah digabat oleh
dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

(V) Kepala UPTD vang berbentuk pusat kesehatan masyarakat
dijabat olsh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang

diberikan tugas tambahar.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27
(1} Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepsla Bidang, Kepala Sub
Dagian, Kepala Scksi, Kepala UPTD, dan DPejabat Fungsional
diangkst dan diberhentuken oleh Bupats.
(2) Pengangkatarn dan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.



BAB V1T
FEMBIAYAAN

Paszal 28

(1) Segala biaya yang diperlukan nntuk pelaksanaan tugas dan
fungsi dilingkungan Dinas Keschatan dibebankan pada
Anggaian Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Dinas Kesehatan dapat diberikan bantuan
pembiayaan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan yang herlaku.

BAB VIII
EETENTUN LAIN-LAIN

Pasal 24

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
diatur sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pagal 30

(1) Dilingkungan Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPTD sesuai
dengan kebuluhan dan besamya beban kerja berdasarkan
peraturan perundang-undngan.

(2] Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri.

Pasal 31

Dilingkungan Dinas Kesehatan dapal dibentuk Kelompok
Jebatan Fungsional sesual kebutuhan berdasarkar peraturan

perundang-undangsn.

BAR IX
KETENTUAN PZRALIHAN

Pasal 32

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai tahun 2017,



BAB X
FPENLUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupat: ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Bulon Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatasn Kabupaten Buton,
dicabut dan dinyatakan tiddak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dindangkan.
Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan
nengundangan Peraturan Bupati M1 dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.,

Ditetapkan di Pasarwsjo
pada tanggal 13  Oktober 2016

PARAF
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BAB X
PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Buton Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokol,
Fungsi, dan Tata Kerja Diras Kesehatan Kabupaten Buton,
dicabut dan dinyatakan tiddak berlakuy.

Pas=al 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Duton.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 13 Oktober 2016

PARAF
—_ BUPATI BUTON,
<obks - Tewharco Cap/TTD
oy . (e 1 SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
C=TOBCE. 2016

DAERAH KABUPATEN,

pada tanggal
Plt. SEKRETA

SH
Pemkbina Utama Muda, IV c
Nip. 19580101 198903 1 (12

RERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 1/“:
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